DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

B.

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia:Sejarah Pembentukan Undang-
Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid | Hukum Tanah
Nasional. (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016).

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. (Mataram: Mataram University Press,
2020).

Ramelan, Eman, dkk. Hukum Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Dalam
Pembebanan dan Peralihan Hak Atas Tanah. (Yogyakarta: Aswaja
Pressindo, 2015).

Suteki, dan Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan
Praktik). (Depok: Rajawali Pers, 2020).

Jurnal

Arifin, Zaenal, dan Adhi Putra Satria, Disharmonisasi Peraturan Perundang-
Undangan di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab dan Solusi, Jurnal Pro
Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum, Vol. 9, No.1, (2020).

Fitri, Winda, dkk. Problematika Terkait Undang-Undang Cipta Kerja di
Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-undangan,
Jurnal Komunitas Yustisia, VVol.4, No.2, (2021).

Halilah, Siti, dan Mhd. Fakhrurrahman Arif, Asas Kepastian Hukum Menurut
Para Ahli, Jurnal Hukum Tata Negara, VVol.4, No.2, (2021).

Hartanto, J. Andy, dkk. Kepastian Hukum Kepemilikan Rumah Susun Oleh
Orang Asing Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Rechtidee, Vol.16
No.2, (2021).

Hayati, Nyoman Nidia Sari, dkk. Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam
Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Jurnal
Hukum Samudera Keadilan, VVol.16, No.1, (2020).

Irfani, Nurfagih, Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior:
Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan
Argumentasi Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia, VVol.17, No.3, (2020).



Lijaya, Mentari Putri, dkk. Karakteristik Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
Bagi Warga Negara Asing Yang Berkedudukan di Indonesia,
Rechtsregel: Jurnal llmu Hukum. VVolume 4, Nomor 1, (2021).

Mawar, Sitti, Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) Dalam
Rangka Harmonisasi Hukum, Jurnal Justisia, VVol.1, No.1, (2016).

Minulyo, A. Joni, Asas-asas Hukum Pembaharuan Agraria, Jurnal Hukum Pro
Justitia Vol.25 No.4, (2007).

Rubiati, Betty, Kepastian Hukum Kepemilikan Rumah Susun Oleh Orang Asing
di Indonesia Dikaitkan Dengan Prinsip Nasionalitas, LITRA:Jurnal
Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Volume 1, Nomor 1,
(2021).

Sihombing, Eka N.A.M., Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat
(Questioning of Civil Servants Shift Appeal Provisions in Neighbourhood
of Local Goverment of Nias Barat Regency), Jurnal Penelitian Hukum
De Jure, Vol.6, No.1, (2016).

Silviana, Ana, Polemik Penundaan Pengesahan Rancangan Undang-Undang
(RUU) Pertanahan, Diponegoro Private Law Review, Vol. 4, No. 2,
(2019).

Susetio, Wasis, Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang
Agraria, Lex Jurnalica, Vol. 10, No. 3, (2013).

Tigris, Jason Octavio, dan Suparjo Sujadi, Perbandingan Peraturan Rumah
Susun Atas Orang Asing di Indonesia dan Singapura Serta Dampaknya
Terhadap Investasi Asing, Notary Indonesia, VVol.1 No.1, (2019).

Wardhani, Dwi Kusumo, Disharmoni Antara RUU Cipta Kerja Bab
Pertanahan Dengan Prinsip-Prinsip UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Jurnal Komunikasi
Hukum (JKH),Vol. 6, No.2, (2020).

C. Peraturan Perundang-undangan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.



Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada
Perusahaan Perasuransian.

Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak
Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan
Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 mengenai
Pengujian Formil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja.

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 1241/SK-HK.02/1X/2022 tentang
Perolehan dan Harga Rumah Tempat Tinggal/Hunian Untuk Orang
Asing

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

D. Skripsi

Chumairoh, Tsabitul ‘Azmi. Harmonisasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan
Daerah Dalam Bidang Penataan Ruang, Skripsi, Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 2022.

Nisa, Gita Khoerun. Problematika Pengaturan Satuan Rumah Susun Untuk
Orang Asing di Indonesia Pasca Disahkannya Omnibuslaw, Skripsi,
IImu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 2022.

E. Website Resmi

Hukum Online, diakses pada 12 Oktober 2022,
https://www.hukumonline.com/klinik/a/bedanya-ijudicial-review-i-
dengan-hak-uji-materiil-cl4257

: diakses pada 2 November 2022,
https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-menteri-
dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-1t5264d6b08c174



https://www.hukumonline.com/klinik/a/bedanya-ijudicial-review-i-dengan-hak-uji-materiil-cl4257
https://www.hukumonline.com/klinik/a/bedanya-ijudicial-review-i-dengan-hak-uji-materiil-cl4257
https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt5264d6b08c174
https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt5264d6b08c174

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 12 Oktober 2022,
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disharmoni

, diakses pada 12 Oktober 2022,
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmoni

, diakses pada 12 Oktober 2022,
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rumah%20susun

Universitas  Gadjah  Mada, diakses pada 18 Maret 2023,
https://ugm.ac.id/id/berita/22102-implikasi-putusan-mk-terhadap-
substansi-undang-undang-cipta-kerja


https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disharmoni
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmoni
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rumah%20susun
https://ugm.ac.id/id/berita/22102-implikasi-putusan-mk-terhadap-substansi-undang-undang-cipta-kerja
https://ugm.ac.id/id/berita/22102-implikasi-putusan-mk-terhadap-substansi-undang-undang-cipta-kerja

